
Dipindai dengan CamScanner

a. bahwa berdasarkan Pasal 37 huruf e Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial, sarana dan prasarana
penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya adalah
rumah singgah;

b. bah a untuk mencapai tujuan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial melalui upaya penyediaan rumah
singgah bagi. p merlu pelayanan masalah kesejahteraan
sosial dapat diberikan bantuan pelayanan sementara agar
mampu kembali berfungsi sosial;

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3796)

2. Undang-Undang Nomor39 Tabun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 386);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di ProvinsiKalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4265);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4438);

BUPATI TANAHBUMBU,

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 60 TAHUN 2021

Mengingat

Menimbang
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15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

6.

Und~g-Un ang .Nornor 11 Tahun 2009 tentang
es jahteraan osial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indon ia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
N.egaraRepublik Indonesia omor 5587) sebagaimana telah
diubah b b rapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomo 9 Tahun 2015 t ntang Perubahan kedua atas
Undan -Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang
m rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indone ia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
N gara epublik Indone ia Nomor 5679);
Undang-U dang Nomor 8 Tahun 2016, tentang
Penyandang Di abilitas (Lembaran Negara Republik
ndone ia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Pera an Pem rin ah P nggan . Undang-Undang Nomor 1
Tahun 201 ntang Perubahan Kedua Ata Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Me dadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 omor 237, Tambahan Lembaran
egara Republik Indone ia Nomor 5882);

Pe aturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 ten tang
P laksanaan Upaya Peningkatan Ke ejahteraan Sosial
Penyandang Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran
Negara R publik Indonesi Nomor 4451);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan 0 ial (Lembaran Negara
Republik Indone ia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone ia Nomor 5249);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan K uangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 ten tang
Penyelenggaraan Kesejah teraan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6368);
Peraturan Kementerian Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor ~4
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);

7.

5.
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pasall

BAB 1
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGPENYELENGGARAANRUMAH
SINGGAH.

MEMUTU KAN:

6. Peraturan Kementerian Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427) ;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
P nyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 4
No. ego Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2019 Nomor 56);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu omor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lernbaran Da rah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 201 Nomor 19) s bagaimana telah cliubah dengan
Peraturan D erah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pera ran
Da rah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016
ntang Pemb ntukan dan Susunan P rangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021
Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 9
tahun 2018 entang ketertiban umum dan ketentraman
ma yarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 105);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7
Tahun 2020 ten tang Perlindungan dan Penyantunan Anak
Di abilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2020 Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Tanah Burnbu Nomor 26 Tahun 2017
tentangTuga ,Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur
Unsur Organisasi Dina Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 26)'

22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Tugas Fung i dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
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3. epala D erah yang s lanju ya disebu Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

4. Perangkat Daerah yan m nyelenggarakan uru an
p merintahan bidang 0 ial yang elanju a di ebu Dinas
adalah P rangka da, rah yang me yelenggarakan uru an
p merintahan bidang 0 ial Kabupa n Tanah Bumbu.

5. R habilita i 0 ial adalah proses r fungsionalisasi dan
pengembangan k m mungkink seorang mampu
m lak anakan fung i osi nya w jar dalam
kehid pan mas araka .

6. R habili i 0 ial D ar adalah upaya yang dilakukan
untuk m mulihkan fung i so ial orang.

7. habilita i 0 ial Lanjut adalah upaya untuk
meng mb gk fungsi 0 ial e eor g.
Program Rehabili a i osial y g selanjutnya disebu
Progre dalah program yang b rsifa holistik, sistematik,
dan er tandar gun mengembangkan fungsi sosial yang
melipu . k pabili a 0 ial dan tanggungjawab sosial untuk
klu er anak, lanjut usia, p nyandang disabilitas, tuna
o ial dan korban p rdagangan orang, erta korban
penyalahgunaan narkotika, p ikotropika, dan zat adiktif
lainnya.

9. Rumah inggah dalah tempat penampungan
ementara Ztransit klien penyandang rna alah
k ejahteraan 0 ial eb lum dirujuk menuju
mpat./In titusi yang memiliki pelayanan lebih lanjut.

10. Penyuluh Sosial adalah jaba yang memilik ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
rnelak anakan k giatan untuk m lak anakan penyuluhan
bidang p mbangunan ke ejahteraan 0 ial yang diduduki
oleh Pegawai N geri ipil d ngan hak dan kewajiban yang
dib rikan secara p nuh oleh p jabat yang berwenang.

11. Pekerja 0 ial Profesional adaIah seseorang yang bekerja,
baik di lembaga p merintah maupun swasta yang memiliki
kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian
dalam pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan,
pelatihan, dan/ atau pengalaman praktek pekerjaan sosial
untuk melaksanakan tugas- tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial.

12. Psikiater adalah seorang dokter spesialis yang mendalami
ilmu kesehatan jiwa dan perilaku
(psikiatri). Psikiatri sendiri adalah cabang keilmuan medis
yang fokus pada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan
terhadap gangguan emosionaI, kejiwaan, maupun perilaku.

13. Psikolog adalah tenaga sumber daya manusia yang ahli
dalam bidang praktik psikologi, bidang ilmu pengetahuan
yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.
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t. jah raan OS1 yang s 1 JU ya
adalah p eorangan, keluarga, kelompok

dan/ atau rna yarakat yang kar na uatu ham batan ,
ke ulitan, atau gangguan .dak dapa melak anakan fungsi
osialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk
meme uhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani
maupun sosial secara memadai dan wajar.

15. Klien Pelayanan Rumah Singgah yang s lanjutnya disebut
Klien adalah P S baik eorang, keluarga atau k lompok
masyarakat yang m n rima layanan eli Rumah inggah.

16. P layanan Rumah inggah adalah pelayanan pem nuhan
bagi klien baik d . tempa tinggal, kebutuhan pangan, dan
bi bingan 0 ial.

17. Pen andang Disabilitas adalah setiap orang yang
m ngalami k erbatasan fisik, intelektual, mental,
darr/ atau en orik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinterak i dengan lingkungan dapat mengalami
hamba dan ke uli an untuk berpartisipasi secara penuh
dan efe . dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak.

18. Anak adalah se eorang yang b lum berusia 18 (delapan
bela) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

19. Lanju Usia adalah s seorang baikwani a maupun laki-laki
ang t lah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

20. elandangan adalah orang yan hidup dalam keadaan
.dak esuai dengan norma k hidupan yang layak dalam
masyaraka s empat, rt idak mempunyai tempat
tinggal dan pekerjaan yang t tap di wilayah t rtentu dan
hidup meng mbara di t mpa umum.

2 . Pengernis ad ah orang y g mendapatkan p nghasilan
dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai
cara dan ala an untuk mengharapkan belas kasihan dari
orang lain.

22. Tuna Sosial yang selanjutnya disingkat dengan TS adalah
eseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang
mampu untuk melak anakan kehidupan yang layak atau
sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta
secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan
masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila,
bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang
dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune
Deficiency Syndrome.

23. Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat
dengan KPOadalah seseorang yang mengalami penderi taan
psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/ atau sosial,
yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
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Penyelenggaraan Rumah Singgah dimaksudkan untuk
menyediakan temp at singgah sementara dalam mengatasi
masalah sosial yang ada di Daerah khususnya bagi PPKS
sebelum dirujuk menuju pelayanan sosial yang lebih baik
sehingga PPKSyang dimaksud mampu kembali berfungsi sosial
di dalam masyarakat.

Pa al2

2 . Rela an 0 ial adal eseorang dan Iatau kelompok
masyaraka baik ang b rlatar b lakang p kerjaan 0 ial
m upun bukan berlatar b lakang p kerj an sosial etapi
melak anakan kegiat p ny 1 nggaraan eli bidang sosial
bukan eli instansi 0 ial pem rintah ata k hendak ndiri
d ngan atau tanpa imbal

29. Lembaga Kernasyarakatan, lernbaga 0 ial a au dikenal
juga dengan 1 mbaka kernasyar tan alah satu jenis
lembaga yang m nga r gakaian cara pro edur
dalam m lakukan hubungan U ia a mer k
menjalani kehidupan b rrna y d ngan tujuan
mendapatkan keteraturan hid p.

30. Lembaga Kes jahteraan i lanjutny di ingkat
d ngan LKS adalah organi asi a ial atau p rkumpulan
osial yang m laksanakan p ny 1 nggaraan kesejahteraan
sosial yang dib ntuk oleh masyarakat, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak b rbadan hukum.

27.

or g y g tidak rpenuhi
rp Jihara, tid t rawa , danbutuhan da

tidak ru

k rj a ial a al orang yang memiliki
p ng tabu k t rarnpilan, dan nilai praktik p kerjaan
o ial rta lah m nd p tkan ertifika kompe nsi.
Tena a Ke jaht raan osial adalah ses orang yang dididik

di ara prof ional un uk melak anak tugas-
dan p nangan rna alah 0 ial dan Iatau

e eorang yang b k rj , baik di lembaga p merintah
g lingkup kegia annya di bidang
udah b r ertifika .

26.

2 . Karban Tindak k ra an yang ju y eli ingk t KTK
dalah s orang, kelornpok, maupun rnasyarak t yang

m ngalami tindak kekerasan, baik ebagai akibat d .
P rlakuan alah, p n lan aran, ksploi a i, di krimina i,
dan b n uk lainnya ataupun d ngan rn rnbiarkan orang
b rada dalam itua . b rbaha a s hingga m ny babkan
fung i ialnya guo

25. T Ian dalah k ndi i
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(1) Play Rumah Singgah 01 h Dinas, m liputi:
yang telah erjaring dalam kegiatan penertiban oleh

ill an iyang berwenang;
b. PPKSyang dirujuk oleh instan i erkai lain; dan
c. Indi idu, keluarga a u kelompok masyarakat yang

mengalami m alah kes jah eraan sosial ang secara
sukarela me1aporkan diri maup diserahkan atas
ban an tenaga ke jahteraan osial a au lainnya.

(2) In tansi berw nang s b gaimana climak ud pada ayat (1)
huruI a erdiri ata :
a. Per gkat rah yang meny 1 nggarakan urusan

p merintahan bidang Trantibum ub Pol PP; dan
b. Kepoli ian.

(3) Instan i t rkait lain s ba 'mana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tediri ata :
a. Perangkat daerah yang m y lenggarakan urusan

pem rintahan bidang Pemb rdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

b. Lembaga Pemasyarakatan;
c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Sosial Daerah lain;
d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pendidikan;
e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Kesehatan;
f. Lembaga Kemasyarakatan;
g. Kecamatan dan Desa;
h. TNI dan;

Pa 5

agian K satu
a aran

BAB II
ARAAN RUMAH IN AHENYELE

Ruang lin kup Peny 1 nggaraan Rumah inggah m liputi:
a. p nyel n aan Rumah ingg
b. lata cara p layanan; an
c. t t a rujuk dan p mulangan.

Pa al4

P nyelenggaran Rumah inggah bertujuan untuk menjadi
tempat m ntara bagi PPK untuk di b rikan pelayanan sosial
lanjutan atau pemulangan kekeluarganya.

a al3
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d rrummum sarana dan prasarana Rumah Singgah
meliputi:
a. bangunan rumah yang t rdiri dari ruangan kan or, ruang

pelayanan tekni , ruang istirab t/tidur, ruang makan, ruang
ke ha an, ruang tamu, ruang ibadah dan kamar mandi;

Pa al7

Bagian ketiga
Sarana dan Pra arana

dim s d p d a at
tuhan pelak ana tugas

d ng in si t rk .

(1)P lak ana tug t rdiri s sumb r da: a manusia yang
dibutuhkan oleh umah Singgah m liputi:
a. T n a Fung ionaI:

1. Pekerja So ial;
2. yuluh osial;
3. Dokterdan Psik log;dan
4. ons lor.

b. Tenaga dministrasi:
1. naga adrninistra i
2. petugas keb rsihan:
3. pramusaji;
4. sopir; dan
5. p njaga Rumah ingg

(2)Dalam h p laksana g b gaim
(1)hurufa b lum terp nuhi mak k
dapa dip nuhi m lalui rj
atau enaga profi sional.

aal6

Bagian kedua
laksan fuga

1. In si lainn
(4) T n ga K ejaht ra osial a u lainnya s bagaimana

dimak ud pada aya (1) huruf c terdiri ata :
a. P kerja sosial;
b. P nyuluh 0 i
c. Pendam ing 0 ial
d. T naga kesejahteraan osial kecarnatan:
e. Pekerj 0 ial rna y at;
f. T naga rnedi ;
g. el w
h. Lernb ga swada a rna yaraka ;
1. Tokoh rna yar k t; dan
J. T koh gama.
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g. r unifikasi adalah pros p ngembali kli n kepada
pihak k luarga dengan did ari 01 h danya a m nt
so ial.

a dinilai ma ih

d. rujuk
pihak lain

rang u
m mbu hkan
lanjutan untuk m n

a i rupakan su rangkaian k giatan un uk
melih kelebih d kekur gan y g terjadi dal
m mb rikan p rtolongan kepad kli n.

f. l rmina i dalarn p k rja so ial m rupakan tah p
P ngakhiran d . pro p rtolong n pek rj an
dim a rj di p mutu an hu ungan k rja
p kerja ial atau 1mbag u aha k ial
dengan klien.

a. b lum
o gar

d pa dir dam atau eli eg ng n
prev ntif umumnya dilakuk melalui
p ng ahan dan ajak

b. per ua if ad ah ak g di lakukan
m mbujuk, mengarahkan, m ngajak men u
m mbimbin a ar taa p
deng nil' d a

apkan;
c. gram dan

gka D(1) P n 1 ngg

P al8

mp
1 nggar an

B
Fung i

pokok d m
r iri d . mak

au- dan

t na a adrninib. tenag pela anan rdiri d
ga ung ional:

c. ang terdiri an instaras
p nunj
i p ral
rd m
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dan/ atau Surat Keterangan Kepolisian;
2. foto coppy Kartu Tanda Penduduk penanggung

jawab PPKSyang diantar oleh keluarga;
3. PPKS yang dian tar oleh keluarga sebagaimana

dimaksud angka 2 bersedia membuat surat
pemyataan tidak menuntut secara hukum atas
penyerahan oleh penanggung jawab PPKS kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang sosial dan atau Penyelenggara
Rumah Singgah.

Kecamatan
terkaitdari ins tan si

dan Zatau

3. format berit acara erah terima dan h il penggalian
inforrnasi bagaimana dim ud angka 1dan angka
2 t rcantum dalam Lampir I ang merupakan
bagi yang tidak terpi ahkan dari peraturan ini.

b. Apabila PPK yang di erima berda arkan hasil dari
in tansi terkait lain, tenaga kesejahteraan sosial atau
lainnya dan atau suka rela, disertai syarat sebagai
berikut:
1. surat pengantar

lain/ Keluraharr/ Desa

(I) Rumah inggah menerima PPKS ber asarkan hasil:
a. PPK yang t lah terjaring dalam kegiatan penertiban oleh

in tansi yang berwenang;
b. PP yang dirujuk oleh instansi terkait lain; dan
c. Individu, keluarg atau kelompok masyaraka yang

mengalami masalah k jahteraan 0 ial yang secara
ukarela melaporkan diri maupun dis rahkan atas
bantuan ten g kesejah .eraan sosial atau lainnya.

(2) Tata cara pelayanan Rumah Singgah dirnulai dari
penerimaan Zregi trasi hingga p mulangan atau rujukan
PPK lama tinggal ementara eli Rumah Singgah, meliputi:
a. apabila PPK yang rut rima berdasarkan hasil kegiatan

penertiban umum oleh in tansi berwenang maka eli ertai
dengan ;
1. berita acara serah terima yang ditandatangani oleh

kedua belah pihak yaitu p tugas RumahSinggah dan
ins tansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat {2};

2. melampirkan ha il P nggalian lnformasi terhadap
PPKS;

Pasal9

BAB III
TATACARAPELAYANAN
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4. format surat pemyataan sebagaimana dimaksu
angka 3 ercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

c. Tenaga Penyelenggara Rumah Singgah memb rikan
penjelasan erkait pelayanan di Rumah Singgah di
lanjutkan d ngan:
1. indentifikasi;
2. p nil .
3. interfensi;
4. dokumenta ikli n;
5. rmina ilp mutusan p layanan;

reint grasi sosial; dan
7. p ng lomp kan Klie b rdasarkan jenis PKS.

(3) Id ntifika i bagaiman dimak ud pada ayat (2) huruf c
angka 1merupakan identifikasi klien oleh tenaga fungsional
melipu '.
a. nama'
b. ternpa , tanggallahir (usia);
c. jeni kelamin:
d. p ndidikan:
e. uku bangsa;
f. agama;
g. alamatj a al;
h. jeni ppks;
1. latar belakang masalah:
J. kondisi keluarga; d
k. riwayat p nyakit.

(4) Identifikasi sebagaimana dim sud pada ayat (2) huruf c bagi
Klien yang mengalami hamb tan ecara komunikasi atau
sulit digali informasinya atau meng ami ke erbata an
me tal rnak di lakukan iden . ika i melalui observasi,
bantuan P ikologi dan umb r lai nya.

(5) etelah dilakukan id n . bagaimana di maksud pada
ayat (3) dan p merik aan kondi i kejiwaan Klien, kemudian
petugas Rumah inggah m ngelompokkan Klien ke dalam
jenis PPKSberdasarkan hasil penilaian;

(6) Pelayanan Rumah Singgah dilaksanakan paling lama 3 (tiga)
hari terhitung sejak Klien berada di Rumah Singgah.

(7) Kegiatan pelayanan Klien di Rumah Singgah Dinas Sosial
dapat dilaksanakan melebihi ketentuan pada ayat (6) paling
lama 14 (empa t belas) hari dikarenakan:
a. klien tidak memiliki ke1uarga, terlantar dan/ tidak

diketahui tempat tinggalnya; dan/ atau
b. klien membutuhkan pembinaan khusus secara

berkelanjutan dan/ atau proses pemulihan kondisi
psikososial.
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Dipindai dengan CamScanner

(1) Pemulangan KlienRumah Singgah dapat dilakukan dengan
cara:
a. Dijemput pihak keluarga atau instansi rujukan; atau

Pasal 13

Tempat rujukan Klien Rumah Singgah akan disesuaikan
berdasarkan hasil penilaian.

Pa al12

(1) tiap Kli n PP S y g b r d di Rumah inggah akan
dirujuk atau dipulangkan ke alam a aln a.

(2) Rumah Singgah b rtan g jawa terhadap pemulang
atau rujukan Kli n k lemb ga yan m njadi t mpat
rujukan.

(3) Dalam hal klien PK adalah anak dan Zatau perempuan
korban KDRT, rlantar, korban perd gangan orang,
pemulangannya haru mendapa r komendasi p rangkat
daerah yang menyel nggarakan uru an p merintahan
bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal11

BAB IV
T TA ATA RUJUKANDAN PEMULANGAN

(I) PPKS yang berad eli Rumah Singgah m rn.iliki hak untuk
m nerima ply an 0 ial da ar.

(2) Pelayanan 0 ial dasar bagaiman dimaksud pada aya (1)
m liputi ply
. bimbing i; dan

b. p m nuh p gan dan p m nuhan andan .
(3) Pela an bimbingan osial ebagaim a dimaksud pa a

ay l (2) huruf d p meliputi:
a. kon eling;
b. dinamika kelompok; dan
c. bimbingan spiritual.

(4) Pela anan pemenuhan pap , pangan dan pemenuhan
andang eb g . dimaksud pada ya (2) huruf b
berupa p mb rian tempa tinggal/kamar slama tinggal di
Rumah inggah dan pemberian makan s banyak 3 (tiga)kali
ehari rta p m nuhan pakaian 1 yak pakai.

PasaJ 10
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Dipindai dengan CamScanner

Pembiayaan atas penyelengaraan Rumah singgah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; danJatau
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

BABV
PEMBIAYAAN

(5)

(4)

(3)

b. Diantar oleh petugas Rumah Singgah atau Perangka
daerah yang menyelenggarakan urusan p merintahan
bidang sosial.

Pemulangan dengan dijemput oleh pihak keluarga
s bagaimana dimak ud pada ayat (1) huruf a, harus
memenuhi p r yaratan:
a. foto copy identita p njemput PKS;
b. b rita acara p nj mputan dan surat p ndukung lainnya;

d
c. sura kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput

bukan b ra al dari pihak keluarga.
Format berita acara penjemputan dan surat kua a dari pihak
keluarga s bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
huruf c t rcantum dalam Lampiran IIIdan Lampiran Nyang
merupakan bagian idak terpisahkan dari P raturan Bupati
mi.
P mulangan yang iantar 01 hp tugas Rumah Singgah atau
Perangkat daerah yang menyelenggarakan uru an
p merintahan bidang 0 ial sebagaimana di maksud pada
ayat (1) huruf b dengan tata cara meliputi:
a. apabila PPK adalah warga Oaerah maka petugas Rumah

Singgah membuat beri a acara pemulangan;
b. petugas Rumah Singgah memulangkan Klien kepada

keluarga;
c. keluarga yang menerima Klien menyerahkan identitas

sebagai keluarga PPKS danJ surat keterangan dari
kelurahan atau desa etempat;

d. apabila PPKSadalah w ga luar Daerah; petugas Rumah
inggah membuat ura u ulan pemulangan kepada

Perangkat daerah yang m nyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang osial dengan disertai lampiran
nama Klien; dan

e. Perangkat Da rah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang so ial memulangkan Klien ke
Daerah asalnya atau klien dapat pulang sendiri ke daerah
asal dengan biaya dibebankan kepada PPKS dengan
surat pemyataan biaya ditanggung sendiri.

Format berita acara pemulangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ill!.

(2)
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Dipindai dengan CamScanner

R 60T AH BUM U TABU 2021

TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di B tulicin
al

ahuinya, m m rin ahkan
ini dengan p n mpatannya
ah umbu.

Agar
p n n
d

P ratur Bupati ini mulai b rlaku pada angg diundangkan.

Pasal15

UTUP
BAB VI

KETENTUAN
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Dipindai dengan CamScanner

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama

NIP
Jabatan
SKPD/lnstansi
Alamat
Sebagai pihak yang menyerahkan PPKS selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

If. Nama
NIP
Jabatan
SKPD/lnstansi
Alamat

Pada han ini. tanggal. bulan tahun bertempat di
.............. telah diserah terimakan PPKS yang te~aring pada kegiatan di daerah ..
dan pada saat kegiatan PPKS berada di. , dengan data sebagai PPKS sebagai
berikut:
Nama
NIK
TTL (Usia)
Jenis Kelamin
Pendidikan
Suku bangsa
Agama
Status
Alamat Asal
Alamat Sekarang
Jenis PPKS
Latar Belakang
Kondisi Keluarga
Riwayat Penyakit
Kondisi Saat Diterima

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
Nomor:

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PPKS

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH UMBU
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


Dipindai dengan CamScanner

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

BUPATI

NAMA
NIP

NAMA
NIP

(Tanda tangan dan stempel)
(Tanda tangan dan stempel)

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

Demikian berita aeara serah terima ini dibuat dan di tanda tangani bersama
sesaui dengan keadaan yang sebenarnya.

Selanjutnya kami mengadakan kesepakatan sebagai berikut :
a. Pihak Pertama menyerahkan PPKS kepada Pihak Kedua
b. Pihak Kedua akan menempatkan PPKS pada rumah singgah
c. Pihak Kedua akan bertanggung jawab terhadap PPKS selama di rumah

singgah sampai dengan PPKS tersebut di jemput oleh keluarganya atau telah
di pulangkan kerumah keluarganya dan! atau telah di rujuk ke tempat rujukan
yang berdasarkan hasil penilaian dari perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemer1ntahan bidang sosial.

Sebagai pihak yang menerima PPKS selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA
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Dipindai dengan CamScanner

II. Nama
NIP
Jabatan
SKPD

Sebagai pihak yang atas nama keluarga menyerahkan PPKS selanjutnya di
sebut sebagai PIHAK PERTAMA

I. Nama
NIK
TIL
Alamat
Agama
Hub. dengan PPKS
No. Telp/ Hp

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pada han ini. tanggal. bulan tahun bertempat di .
telah diserah PPKS oJeh atas nama keluarga kepada dengan data sebagai PPKS
sebagai berikut :
Nama
NIK
TIL (Usia)
Jenis Kelamin
Pendidikan
Suku bangsa
Agama
Status
AJamatAsal
AJamatSekarang
Jenis PPKS
Latar Belakang
Kondisi Keluarga
Riwayat Penyakit
Kondisi Saat Diterima

F RMAT URAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT ECARA HUKUM ATAS
PENYERAHAN LEH PENANG UN JAWAB PPKS KEPADA

PERAN KAT DAERAH

BERITA ACARA TIDAK MENUNTUT SECARA HUKUM
Nomor:

LAMPlRAN II
PERATURAN UPATI TANAH BUMBU
N MOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
ENYELE G ARAAN RUMAH SINGGAH
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Dipindai dengan CamScanner

H. M. ZAlRULLAH AZHAR

BUPATI TANAH BUMBU,

NAMANAMA
NIP

(Tanda tangan dan Materai)(Tanda tangan dan stempel)

PIHAK PERTAMAPIHAK KEDUA

Demikian berita aeara in; dibuat dan di tanda tangani bersama sesaui dengan
keadaan yang sebenarnya.

Setanjutnya kami mengadakan kesepakatan sebagai berikut :
a. Pihak Pertama menyerahkan PPKS kepada Pihak Kedua
b. Pihak Kedua akan menempatkan PPKS pada Rumah Singgah
c. Pihak Pertama tidak akan menuntut apapun kepada pihak kedua se/ama

PPKS berada di rumah singgah ataupun setelah PPKS tidak berada lag; di
Rumah Singgah.

d. Pihak Kedua akan bertanggung jawab terhadap PPKS selama d; rumah
singgah sampai dengan PPKS tersebut di jemput oleh keJuarganyaatau telah
di pulangkan kerumah ke/uarganya dan/ atau telah di rujuk ke tempat rujukan
yang berdasarkan hasf penilaian dan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Sebagai pihak yang menerima PPKS selanjutnya di sebut sebagai PIHAK
KEDUA

A/amat
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Dipindai dengan CamScanner

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

NAMA
NIP

(Tanda tangan dan stempel)

MENGETAHUI :
JABATAN

NAMA
NIP

(Tanda tangan)(Tanda tangan dan stempel)

PIHAK KELUARGAYANG MENYERAHKAN
JABATAN

Demikian bema aeara ini dibuat dan di tanda tangani sesaui dengan keadaan yang
sebenamya.

Atasnama keluarga PPKS yang menjemput ke Rumah Singgah adalah:
Nama
NIK
TTL
Alamat
Agama
Hub.dengan PPKS
No, Telp/ Hp

Nama
NIK
TTL (Usia)
JenisKelamin
pendidikan
SukU bangsa
Agama
Status
Alamat
KondisiSaat Diserahkan

,ada had. ini tanggaL. bulan , tahun., .., , telah dijemput atau
P, ..hkan PPKS kepada keluarqa, dengan data PPKS sebag·ai berikut .dlsera·· .. . . . . .. .

LAMPlRAN TIl
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGRAAN RUMAH SINGGAH

FORMAT BERITA ACARA PEMULANGAN APABILA PPKS DI:JEMPUT
OLEH PilHAK KELUARGA

BERITA ACARA PEMULANGAN
Nomor:
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Dipindai dengan CamScanner

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

(Tanda tangan dan Materai)

PENERIMA KUASA
PEMEBERIKUASA

Demikiansurat kuasa ini dibuat sebenar-benamya tanpa adanya paksaan dan pihak
manapunserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

...................., tgl - bulan - tahun

Nama
NIK
TIL (Usia)
JenisKelamin
Pendidikan
Suku bangsa
Agama
Status
A1amat

bertandatangan di bawah ini :
yang .

Nama .
NIK
TTL
Alamat
Agama
Hub.dengan PPKS
No. Telpl Hp

Den9anini memberikan kuasa kepada :
Nama :
NIK
TIL
Alamat
Agama
No. Telpl Hp

Diberikankuasa penuh dalam menjemput PPKS yang berada di.. dengan identitas
PPKS sebagai berikut :

SURAT KUASA PENJEMPUTAN PPKS

LAMPlRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
N M R 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARMN RUMAH SINGGAH

RMAT SURAT KUASA PENJEMPUTAN PPKS BILA YANG MENJEMPUT BUKAN PIHAK
FO KELUARGA PPKS
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Dipindai dengan CamScanner

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

(Tanda tangan dan stempel)(Tanda tangan dan Materai)

PENGANTAR PPKSPENERIMA PPKI
PIHAK KELUARGA PPKS

.., , tgl - bulan - tahun

PPKSyang di antar atau di pulangkan tersebut sudah di terima oleh Pihak keluarga.

Demikian berita acara ini dibuat dan di tanda tangani bersama sesuai dengan keadaan yang
sebenamya.

Nama
NIK
TIL (Usia)
Jenis Kelamin
Pendidikan
Suku bangsa
Agama
Status
Alamat

Kamitelah memulangkan atau telah mengantar PPKS dengan Jdentisas diri :

Yangbertanda tangan di ba~ah ini :
Nama .
NIP
Jabatan
Alamat
SKPD
No. Telpl Hp

LAM PI RAN V
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 60 TAHUN 2021
TE TANG
PENYELEN GARAAN RUMAH INGGAH

FORMAT BERITA ACARA PEMULANGAN PPKS YANG 01ANTAR OLEH PETUGAS
RUMAH SINGGAH ATAU DIANTAR OLEH PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIOANG SOSIAL

BERITA ACARA PEMULANGAN PPKS
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